
BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLS

KFDI ITI IGAN
NOMOR

BUPATI HALMAHERA BARAT
1?-+.A {KPT9/ utt 12a23

Menimbang

Mengingat

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (POK'A PPSi
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

: a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan perhutanan sosial
diperlukan kelompok kerja tingkat kabupaten yang mampu
bekerja secara sistematis, terencana dan efektif agar sistem
pengelolaan hutan lestari yang diprioritaskan untuk meningkatkan
kesehjateraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan sosial
budaya Capat teru+ujud;

b. bahwa dalam rangka percepatan pengelolaan perhutanan sosial diperlukan
peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat setempat didalam dan
sekitar perhutanan sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja
Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Kabupaten Halmahera Barat;

: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1g5B tentang penetapan undang-
Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi iJndang-Undang;
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan sula, Halmahera Timur,
dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
Undang-Undang Nomcr 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan hidup;

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan;

B, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja;
10, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11, Undang-unCang ltionnor' L-a Tahun 2022 tentang Ferubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

14. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggara Pemerintah Daerah;
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15. Peraturan Pemerintah Nomar 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan;

16. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu
Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

17, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P,B3/MNLHwSETIENiKUM.I/10i2016 tentang Perhutanan Sosiat;

L8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

19" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor' 77 Tahr-in 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan [vienteri Lingkungan iiiciup cian Kehutanan iriorrror 9 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

21, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023
teniang Pengeiolaan Perirutanan Sosiai Paeia Kawasan Huian Dengan
Pengelolaan Khusus;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun ZAZL
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

23. Per-aturan Daerah KabuBaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2A22 l.rnt_ang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 24231

24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 7A Tahun 2A21 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun
2016 tentang Struktur Organlsasi Perangkat Daerah;

25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2423;

Memperhatikan : Srlrat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daer"ah K-ab,

Halmahera Barat l\omor : 050/596/BP3D-H8i2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal :

Revisi SK Bupati Halmahera Barat Nomor t77lKWSlXIIl}}Zz.

MEMUTUSKAN
Menetankan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS)

Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tereantr:m dalam tampiran KeButr_rsan in!;

KEDUA : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) sebagaimana
riinraksud Diktunr Kesatu, rnempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat
setempat dan para pihak terkait;

b, i,leiakukan pencernratan Leriradap pela irrdikatif areai periruiariarr sosiai
(PTAPS);

c. Memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program
perhutanan yaitu untuk Hak Pengelolaan Hutan Desa (HpHD), Izin
Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM), Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTL),

Kemitraan Kehutanan dan Hutan Aeiat sesuai peraturan perunelang-

undangan yang berlaku;

d, Mernbantu melakukan ver"ifikasi teknis permohonan persetujuan

Pengeioiaan Perhutanan Sssial ;
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e. Melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan pengembangan

usaha dan pemasaran perhutanan sosial serta fasilitasi penanganan
konflik tenurial yang diakibatkan karena perselisihan atau pertentangan
klaim penguasa, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan
hutan dan lahan serta sumber daya alam lainnya dan hutan adat sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Kerja (PoKlA) Percepatan Pengelolaan perhutanan sosial
sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

Masa kerja Kelompok Kerja (PoKlA) Percepatan perhutanan sosial selama
2 (Dua) tahun;
segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat dan
sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera
Barat Nomor t77lK{fslxfilzazz Tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Penguatan Perhutanan sosial Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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BARAT,

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat diJailolo,
4. Arsip
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHEM BARAT
NOMOR : lLl-A /KPTSlV,tl2A23
TANGGAI-i zt ;ruLt 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KER]A PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
(POKJA PPS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NL' ]ABATAN DALAM TIM JABATAN DALAM DItrAS
i. Pembina 1, Bupati Halmahera Barat

2. Wakil Bupati Halmahera Barat

3. Sultan Jailolo
TT Kefr ra Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat

TI, Wakil Ketua Asisten Bid. Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab.
Halmahera Barat

ru Sekretaris 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat

dan

2. Kepala Seksi Wilayah L Balai Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Linqkunqan Maluku Papua

n--^i-t---_-
Def rudt tdl d Bendahara Badan Perencanaan, penelitian dan

lqrgembangan Daerah Kab. Halmahera Barat
SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA

t/^^-)i^-L^-
NUUIUIiIciLUt Kepala Bidang Infrasti'uktur Badan Pei'encanaan, penelitian

dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat
Anggota 1. Kepaia Tata Usaha Kesatuan Pengeioiaan iJutan (KPH)

Kab, Halmahera Barat
2. Dwi Murjianto,ST /Staf BP3D

3. Hermanus KalengitiStaf BP3D
4. Reza / Staf BP3D
5. Amansyoh Yubu, S. HuV Perwakilan Pendamping SSF
6, Desi N. Suwatalbessy, SP/ Penruakilan Pendamping SSF

BIDANG-BIDANG

1. BIDANG PERCEPATAN PEMBERIAN AKSES
Koordinator Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (l(PH) Kab.

Halmahera Barat
Anggota 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah vI

Manado
2. Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kab. Halmahera Barat

3. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruanq Kab. Halmahera Barat

4. Kepala Seksi Pei'encanaan dan Pemanfaatan Hutan
UPTD Kab, Halmahera Barat

5, Staf Seksi Wiiayah i Baiai Perhutanan Sosiai dan
Kemitaraan Lingkungan Maluku Papua

Z- BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN KEMITARAAN
Knnrrlinafnr Kenala ninas Pcrindrrct!'i.an PcrrJanannan l/nnar:ei denI vr rr iuuJLi iui i, I ui uuvur rliql i, i \Vi,gi UJI UUi r

UKM Kab. Halmahera Barat
Anggota 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab,

Halmahera Barat
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab,

Halmahera Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
4. Kepala Balai Perhutanan Sosia! dan Kemitaraan

Lingkungan Maluku Papua

5. KeBala Baiai Pengelolaan Daerah AIiran Sungai
Akemaiamo Ternate

6. Kepaia Balai Pengelolaan Hutan Lestari {BFHL} Wiiayah
XI\,'Arnbon

7. Kepaia Balai POIvi ivialuku utara x



B. Kepala Bidang Koperasi/UMKM pada Dinas Perindustrian,
Perdaqanqan, Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Barat

9, Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panqan Kab. Halmahera Barat

1"0. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan
Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab, Halmahera Barat

11. Ketua APINDO Kab. Halmahera Barat

12. Mays Papilaya, S.Si, M.Si/ Akademisi STPK Banau lailolo

3. BIDANG PENDAMPINGAN

Koordinator Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kab. Halmahera Barat

Anggota 1, Ir, Hendrk Koedoeboen, MM.IPM.C.EIA I Fasilitator Sosial

Forestrv Maluku Utara
2. Kepala Seki Perlindungan Hutan, KSDAE dan

Pemberdayaan Masyarakat UPfD KPH Kab. Halmahera
Barat

3. Kepala Bidang Penyuluh pada Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat

4. Dr. Hesty Salatnaya, Sff, MSi I Akademisi STPK Banau

lailolo
5. Ketua Harian Forum DAS Kapita Kab. Halmahera Barat

6. Perwakilan APDESI Kab. Halmahera Barat

7. Furrgsional Perencarra pada Dinas Pertanian dar:
Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat

4. BTDANG ADVOKAST, KOMUNTKASI, MONTTORTNG DAN PELAPORAN

Koordinator Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera
Barat

Anqqota 1. Ketua TP-PKK Kab. Halmahera Barat
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.

Halmahera Barat
3. Kepala Seksi Wilayah I Balai PPI Maluku Papua

4. Kepala Seksi Wilayah II Balai Gakkum Maluku Papua

5. Dr. Peinina Ireine Nindatu,SP.MSi / Akademisi STPK

Banau lailolo
6. Perwakilan Lembaqa Adat Suku Wayoli
7. Penruakilarr Lembaga Adat Suku Sahu

B. Perwakilan Lembaqa Adat Suku Tabaru

9, Frasisko Katv I Unsur Pemuda

[0. Friqenqly Kasiang,SP I Unsur Kader SSF

l"1. Patros Basai, SP / Unsur Kader SSF
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